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Abstrak
 

Tesis ini membahas tanggung jawab kontraktual penjual gas bumi terhadap pembeli dalam Perjanjian Jual

Beli Gas Bumi (PJBG) terkait asas proporsionalitas. Penerapan asas proporsionalitas dalam pengaturan

tanggungjawab kontraktual penjual gas bumi terhadap pembeli menjadi sangat penting karena penjual

seolah-olah berkedudukan lebih ?tinggi? dibandingkan pembeli, dimana pada umumnya penjual gas bumi

sekaligus juga mengelola lapangan gas bumi sehingga penjual mempunyai kemampuan pengendalian

terhadap gas bumi yang dijualnya, sedangkan pembeli tidak. Selain itu dalam satu PJBG Penjual dapat

menjual gas bumi bagiannya sendiri sekaligus bagian pihak ketiga (termasuk bagian negara).

Penulis menganalisis tanggung jawab kontraktual PT Pertamina EP sebagai penjual gas bumi terhadap PT

PLN Tarakan sebagai pembeli berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas Bumi No. 2006/EP0000/2012-S0

Tanggal 20 Desember 2012 (PJBG PEP). Pembahasan mengacu pada peraturan perundang-undangan

dibidang minyak dan gas bumi, prinsip-prinsip hukum perjanjian, asas kebebasan berkontrak dan asas

proporsionalitas. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan data bersumber dari studi

kepustakaan yang disajikan secara deskriptif analitis.

Dari hasil penelitian, Penulis menyarankan agar dalam PJBG PEP ditambahkan: (i) klausul yang

menyatakan bahwa penjual wajib memberikan kepada pembeli salinan sertifikasi cadangan gas bumi yang

diterbitkan oleh lembaga independen sesuai peraturan yang berlaku di bidang migas untuk memberikan

gambaran yang lebih pasti kepada pembeli mengenai ketersediaan jumlah volume dan spesifikasi cadangan

gas bumi yang akan disalurkan oleh penjual kepada pembeli (ii) klausul yang mengatur adanya ruang

negosiasi ulang (re-negosiasi) antara penjual dan pembeli jika penjual tidak mampu atau gagal memenuhi

kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menyalurkan gas bumi sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.

<hr>

This thesis discusses seller's contractual responsibility of natural gas to the buyer in the Gas Sales and

Purchase Agreement (GSPA) related to the proportionality principle. The implementation of the

proportionality principle to govern seller's contractual responsibilities to the buyer is very important because

the seller as though has a "higher" position than the buyers, which generally the seller also manage the gas

field therefore it has the ability to control the natural gas, while the buyer does not. In addition to the GSPA,

the Seller may sell its natural gas commingled with third party's gas and the state-owned gas.

The author analyzes the contractual responsibility of PT Pertamina EP as the seller of natural gas to PT PLN

Tarakan as the Buyer under the Gas Sales and Purchase Agreement No. 2006/EP0000/2012-S0 Date

https://lib.ui.ac.id/detail?id=20389141&lokasi=lokal


December 20, 2012 (GSPA PEP). The discussion refers to the laws and regulations of oil and gas field, the

principles of contract law, the principle of freedom of contract and the proportionality principle. This

research is a normative legal perspective based on the library research and presented by descriptive analysis.

Based on the results of the study, the Author suggests that in GSPA PEP shall be added: (i) a clause which

stated that the Seller shall provide to the Buyer a copy of natural gas reserve certification issued by an

independent agency pursuant to prevailing oil and gas law to describe a more definitife profile about the

availability of the total volume and specifications of natural gas reserves which will be delivered by the

Seller to the Buyer (ii) a clause that governs renegotiation between the seller and the buyer if the seller is

unable or fails to fulfill its obligations and responsibilities to distribute natural gas in accordance with the

terms of the agreement.


